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Abstrak 
Skripsi ini membahas bagaimana Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten 
Polewali Mandar. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peranan 
Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan 
sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kendala-kendala yang 
dialami Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan 
sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan yakni pendekatan secara syar’I dan yuridis dalam lingkup KUA baik 
Penyuluh, masyarakat ataupun Kepala KUA. Hasil penelitian Peran BP4 (Badan Penasehatan 
Pembinaan Dan Pelestarian Pembinaan Perkawinan) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan 
di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kurangnya sosialisasi dari instansi 
terkait dengan BP4, akibatnya tugas dan fungsinya kurang optimal dalam melaksanakan 
wewenangnya , maka peran BP4 perlu lebih di tingkatkan dari segi sosialisasi, seminar-seminar, 
ataupun dalam kegiatan keagamaan seperti majlis ta’lim agar masyarakat yang akan menjalani 
kehidupan berumah tangga mempunyai bekal yang cukup sehingga keluarga yang akan mereka 
bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Implikasi Penelitian dalam 
skripsi ini adalah Peran BP4 belum optimal dikarenakan aturan ataupun Undang-Undang belum 
dilaksanakan secara berkala dan kurangnya perhatian dari pihak yang di mediasi dengan pihak 
mediator dari KUA sehingga menyebabkan banyak kendala yang muncul. 
Kata Kunci : BP4, Sengketa, Perkawinan 
 
Abstract 
This thesis discusses how the Role of the Marriage Counseling and Preservation Counseling 
Agency (BP4) in resolving marital disputes in Binuang District, Polewali Mandar Regency. The 
formulation of the problem in this thesis is How the implementation of the Marriage Counseling 
and Preservation Board (BP4) Role in resolving marital disputes in Binuang District Polewali 
Mandar District, the obstacles experienced by the Advisory Board for Marriage Counseling and 
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Preservation (BP4) in resolving marital disputes in Binuang District Polewali Mandar Regency. 
This type of research is field research, which is research conducted directly plunging into the 
field in order to obtain complete and valid data regarding the Role of the Marriage Counseling 
and Preservation Advisory Agency (BP4) in resolving marital disputes in Binuang District, 
Polewali Mandar District. While the social / sociological approach used is the approach seen 
directly in the application of BP4 in Binuang District, Polewali Mandar District and the data 
collection technique is interview. This interview was conducted to obtain information by 
interviewing informants, interviews conducted with people in the scope of KUA, both Extension, 
community or Head of KUA. The results of the study of the Role of BP4 (the Advisory Board for 
Marriage Coaching and Preservation) in resolving marital disputes in Binuang District, 
Polewali Mandar Regency. other roles that are curative. BP4's first role in educating the public 
is as a guiding institution that prepares brides to get married. Implications of Research in this 
thesis is the role of BP4 is not optimal because the rules or laws have not been carried out 
periodically and the lack of attention from parties mediated with the mediator of the KUA, 
causing many obstacles that arise 
Keywords: BP4, Disputes, Marriages 
 
A. Pendahuluan 
Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan 
adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan suami istri atau saling meminta 
pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.1  
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk 
menaati perinta Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Ditinjau dari sejarah 
perkembangan ummat manusia, pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh), dan tujuannya 
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan 
menjaga ketentraman jiwa dan batin.2 
                                                          
1Kitab Riyadhu Salihin, Bab Tentang Nikah, H.R. Muslim yang diriwayatkan Aisyah. h.230.   
2Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 
131.  
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Menurut kompilasi hukum islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 
gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan 
defenisi diatas berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah 
adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan 
oleh dua orang saksi.3 
Suatu kenyataan dalam keberadaan manusia dimuka bumi ini terdiri dari dua jenis, yaitu 
jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kedua jenis ini baik pada segi fisik maipun segi psikis, 
mempunyai sifat yang berbeda, maupun secara biologis keduanya ini saling membutuhkan. 
Oleh karena itu, secara harfiah di anjurkan untuk menikah.4 Anjuran ini secara eksplisit di 
tegaskan dalam QS al-Nisa’/4: 1 
 
ن نَّْفٍس َوايَاأَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا   ْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَماَق ِمْنَها زَ  َوَخلَ ِحَدةٍ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم م ِ
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  ا َوِنَساءاًۚ َواتَّقُوا َّللاَّ ْيكُْم َرقِيباا إِنَّ َّللاََّ ْرَحاَمًۚ اْلَ وَ ِرَجاًلا َكثِيرا     َكاَن َعلَ
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari 
seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, 
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
Mengawasi kamu.5 
Untuk mewujudkannya suatu tujuan perkawinan memang sangatlah sulit, begitu banyak 
tantangan yang dihadapi dalam sebuah hubungan ikatan pernikahan. Sebagaiman yang 
terdapat pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa suatu 
perkawinan dapat putus jika adanya; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.6 
Putusnya suatu perkawinan salah satunya disebabkan adanya suatu sengketa dalam 
perkawinan, jika tidak ada suatu ikatan perkawinan tentunya tidak akan ada sengketa 
                                                          
3Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, h. 26.  
4M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet I: jakarta; fajar Interpratama Offset, 
2003) h.34.  
5Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet I; Jakarta: PT. Al-Qurtubi Dauliah, 2013), h. 77. 
6 Kompilasi Hukum Islam , Pasal 113 ( Cet Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003), h. 35  
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tersebut. Oleh karena itu perkawinan adalah awal hidup bagi seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang di beri gelar sebagai suami dan istri dan jika terjadi sengketa maka bisa 
menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dan merupakan akhir hidup bersama sebagai 
pasangan suami istri. Bertahannya suatu ikatan keluaraga merupakan impian setiap orang 
dimana ketika melangsungkan perkawinan tidak ada seorang pun yang menginginkan 
terjadinya sengketa dalam perkawinan, akan tetapi tidak dapat di pungkiri dalam setiap 
perkawianan pasti akan ada suatu problem yang menyebabkan terjadinya suatu perselisihan 
sehingga putusnya perkawinan.7 
Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan 
adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Kemelut dan 
keretakan rumah tangga itu berwal dari tidak berjalannya aturan yang di tetapkan oleh Allah 
swt  bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh 
kedua belah pihak. Allah swt mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan 
menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.8 
Ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, tidak hanya bersifat intern dalam rumah 
tangga, namun juga banyak faktor ekstern, materil atau non materil. Faktor-faktor penyebab 
kericuhan rumah tangga itu datang silih berganti atau mungkin datang secara bersamaan. 
Faktor tersebut adalah faktor ekonomi, lingkungan, tempat tinggal, perbedaan tempat 
tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, disamping faktor biologis dan psikologis, 
semuanya siap menghadang lajunya bahtera perkawinan. Mungkin ada faktor yang mudah 
diatasi dan ada pula dengan susah payah dapat dilalui, dan ada pula faktor yang berat dan 
sulit. Dalam hal seperti ini, kondisi perkawianan seperti tubuh yang sakit yang memerlukan 
                                                          
7Abdul Fuad, Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan 
Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam  Perkawinan (Unuversitas IAIN, Sumatera 
Utara 2013) h. 18 
8 M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Prees, 2014), h. 3 
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obat atau solusi untuk mengatasinya agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan dan 
menyebabkan kemudaratan bagi keduanya.9 Dalam kondisi seperti ini, perceraian 
merupakan solusi satu-satunya, baik untuk sesaat maupun untuk selamanya..10 
Keharusan menghubungkan suatu aktivitas BP4 didalam peraturan Undang-undang berlaku 
yakni perkawinan dan perceraian sebagai suatu perbuatan hukum yang telah diatur secara 
jelas serta peraturan Undang-undang tersebut membahasa tentang lembaga yang memiliki 
wewenang didalam menangani suatu masalah dan proses apa yang harus dilakukan oleh para 
pihak yang bersengketa ataupun para pihak yang bersangkutan atau petugas yang diberikan 
amanah.11 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tersebut berfokus kepada usaha serta peran 
sekaligus sebuah aktifitas BP4 didalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan 
Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Menurut didalam prinsip Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974, menyebutkan bahwa mempersukar perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah 
tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan damai, penelitian ini 
mengambil lokasi di Kecamatan Binuang yang pada kenyataanya sengketa dalam 
perkawinan di lokasi tersebut sangatlah tinggi. Sesuai dengan kondisi di lapangan, penulis 
tertatik dan tertantang untuk meneliti suatu masalah yang terjadi di Kecamatan Binuang. 




B. Metode penelitian 
                                                          
9 M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan, h. 3. 
10 Abdul Fuad, Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan 
Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam  Perkawinan,  h. 19 
11Abdul Fuad, Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan 
Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam  Perkawinan, h. 20. 
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Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi 
adalah penelitian lapangan atau field research yaitu suatu penelitian dimana penulis 
melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. 12 Dalam hal ini peneliti 
mencari data secara langsung ke Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk 
melihat dari dekat bagaimana Peranan Badan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan 
(BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh penulis yakni, metode wawancara, kemudian metode observasi yaitu 
dilakukan oleh peneliti atau penulis untuk mengamati secara langsung obyek yang akan 
diteliti. Serta dokumentasi merupakan sejumlah dokumen data yang dianggap penting dan 
berkaitan dengan pokok permasalahan. 13 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Pembinaan 
Perkawinan) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang 
Kabupaten Polewali Mandar. 
BP4 merupakan suatu lembaga atau organisasi resmi yang bergerak didalam bidang 
pemberian penasehatan pada perkawinan dan pemberian pembinaan keluarga muslim. 
Adapun tujuan BP4 merupakan sebuah usaha untuk memberikan mutu yang tinggi didalam 
perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma.14 Melihat 
definisi serta tujuan didalam BP4 dapat dikategorikan ke dalam lembaga pendidikan yang 
nonformal bersifat sosial serta keagamaan. 
Pemberian nasehat sangat diperlukan sehingga memberikan bekal kepada para pihak yang 
ingin melakukan atau melaksanakan pernikahan, karna dengan ilmu atau informasi yang 
                                                          
12Sanapiah Faisal , Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20. 
13Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 56. 
14Rudi Santoso, Dasar Hukum Tentang BP4, Blog Rudi Santoso,https://rudisantosomhi. wordpress. 
Com/2013/12/30/dasar-hukum-tentang-bp4/,Rabu,(26 juli 2019).  
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didapatkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Dalam Islam 
diajarkan bahwasanya perrnikahan merupakan sesuatu hal yang sangat baik untuk dilakukan 
sehingga tidak terjadi pergaulan bebas antara manusia satu dengan manusia lainnya. Adapun 
peran penting didalam BP4 yakni memberikan sebuah bantuan didalam mengatasi masalah 
didalam perkawinan.15 
2. Kendala-kendala yang dialami Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian 
Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang 
Kabupaten Polewali Mandar. 
Adapun beberapa kendala seperti sudah di tentukan jadwal bagi calon pengantin bahwa 
setiap hari senin dan kamis di adakan kursus calon pengantin di KUA yang di adakan di 
aula, yang menjadi masalah ialah masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pulau susah 
untuk menyesuaikan waktu karena terkadang mereka terhambat oleh alat transportasi dan 
tidak mungkin kami memaksa jadi kami yang harus mengkondisikan atau menyesuaikan diri 
karena ketika kita selalu mengikuti aturan yang sebenarnya maka tidak akan terlaksana. 
Maka dari itu kita harus mengkondisikan karena kita dituntut harus memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi masyarakat.”16 
Sehingga dari hasil wawancara dengan bapak Ramlan, diketahui bahwa kendala pelaksanaan 
Tugas-tugas BP4 di Kecamatan Binuang antara lain : 
1. Terbatasnya Fasilitas yang dapat menghambat tugas BP4. 
2. Lemahnya SDM. 
3. Kurangnya konsultasi sehingga masyarakat banyak yg tdk mengetahui keberadaan BP4. 
4. Bertambahnya keluarga yang bermasalah di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar. 
D. Penutup 
1. Kesimpulan 
                                                          
15 Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1967), h. 15. 
16Syarifuddin (41 tahun), Penghulu KUA Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 
Oleh Penulis, 18 November 2019. 
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a. Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Pembinaan Perkawinan) 
dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 
Mandar yaitu memberikan edukasi bagi calon pengantin, atau memberikan arahan dan 
penasehatan bagi calon pengantin. Dan BP4 juga yang mengeluarkan sertifikat kepada 
calon pengantin ketika calon pengantin tersebut telah melakukan suscatin. Peran terakhir 
ialah sebagai pembina masyarakat agar tercipta keluarga yang sakinah dan melaksanakan 
agamanya dengan baik. BP4  memiliki peran penting yaitu menjadikan sebuah keluarga 
dapat melaksanakan fungsi keluarganya dengan baik. Fungsi-fungsi keluarga terdiri dari 
fungsi biologis, reproduksi, perlindungan dan pemeliharaan, pendidikan, sosialisasi, 
afeksi, rekreasi, ekonomi, dan status sosial.”17 
b. Kendala-kendala yang dialami Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian 
Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Binuang 
Kabupaten Polewali Mandar Yaitu sebagai berikut: 
Kendalanya itu banyak kami dapat dari calon pengantin karena ada beberapa 
indikator-indikator tertentu sehingga kami tidak bisa meloloskan karena ada sistem 
penilaian dibidang penasehatan, apa lagi disetiap calon pengantin pasti tingkat 
intelejensinya berbeda-beda seperti ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat sekolah tapi 
cuma samapai SMP/SMA, ada yang sama sekali tdk sekolah, dan adapula sarjana, tetapi 
kami tetap memberika nasehat. Sehingga kita harus memposisikan diri sebagai pelaku 
penasehat akan mengkondisikan bahwa tingkat kemampuan yang bersangkutan cuma 
sekian sampai ini saja. Kemudian yang kedua indikator utama kita ialah mengaji, jadi 
sestem penasehatan kita itu sesuai dengan aturan yaitu 3 hari maka apabila di hari 
pertama belum lolos mengaji maka kami suruh kembali lagi di hari kedua apa bila belum 
bisa maka kami suruh kembali lagi di hari ketiga 
                                                          
17Muhammad Anshar (28 tahun) Ketua BP4 KUA Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, 
Wawancara Oleh Penulis, 25 November 2019. 
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2. Implikasi 
a. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dengan BP4, akibatnya tugas dan fungsinya 
kurang optimal dalam melaksanakan wewenangnya. 
b. Kendala-kendala yang dihadapi BP4 di dalam masyarakat perlu dan penting di perhatikan  
secara rutinitas  
c. Peran BP4 belum optimal dikarenakan aturan ataupun Undang-Undang belum 
dilaksanakan secara berkala. 
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